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KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.  

Sebagai  satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan dampak/ hasil (outcome), serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.
Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (international best practices).  

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Parasitologi Klinik merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Parasitologi Klinik yang terdiri atas:

	BUKU I
	–
	NASKAH AKADEMIK  

	BUKU II
	–
	STANDAR DAN PROSEDUR 

	BUKU IIIA
	–
	BORANG  PROGRAM STUDI 

	BUKU IIIB
	–
	BORANG  UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 

	BUKU IV
	–
	PANDUAN PENGISIAN BORANG 

	BUKU V
	–
	PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VI
	–
	MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VII
	–
	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN 

	BUKU VIII
	–
	PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI


Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah  disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Parasitologi Klinik. 

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Parasitologi Klinik di seluruh Indonesia.

Jakarta,  20 Desember 2015
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi 

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

Ketua Umum,

Usman Chatib Warsa 
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BAB I
LATAR BELAKANG
1.1 Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik di Indonesia

Menyongsong era globalisasi serta meningkatnya prevalensi kasus HIV/AIDS di Indonesia, masalah penyakit parasitik menjadi semakin kompleks, terutama dengan timbulnya re-emerging and new-emerging parasitic diseases sehingga parasit menjadi lebih patogen dan sering menyebabkan kematian. Sebagai contoh adalah malaria yang saat ini sudah timbul spesies baru Plasmodium yang menginfeksi manusia, berbagai strain yang resisten terhadap obat malaria yang ada disertai meningkatnya prevalensi dan penyebaran malaria di Indonesia. Pada tahun 2001 diantara 15 juta malaria klinis terdapat 30.000 penderita meninggal dunia (SKRT DEPKES 2001). Angka kesakitan malaria di Jawa dan Bali 0.47 Kasus/1000 penduduk. Di luar Jawa-Bali 19,65 kasus/1000 penduduk (SKRT DEPKES 2002). Di seluruh Indonesia ditemukan 340.400 kasus positif malaria pada tahun 2006 (SKRT DEPKES) yang berpotensi sebagai sumber penyebaran malaria.


Situasi penyakit filariasis di Indonesia juga menunjukkan masih endemisnya penyakit ini dan tersebar di seluruh Indonesia. Angka kesakitan filariasis berdasarkan survei di 21 provinsi menunjukkan rata-rata angka mikrofilaria 3,1%, angka ini jauh lebih tinggi dari standar yang ditetapkan WHO yaitu <1%, berarti penyakit kaki gajah masih merupakan ancaman bagi penduduk di Indonesia (DEPKES, 2001) sehingga Indonesia ikut serta dalam program eliminasi filariasis WHO.

Penyakit parasitik masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia; terutama di daerah rural dan prevalensi lebih tinggi di Indonesia bagian timur. Selain faktor iklim dan lingkungan yang kondusif, kurangnya sanitasi dan higiene di masyarakat, ternyata program pemberantasan penyakit parasitik juga dirasakan masih kurang memuaskan. Terlebih lagi dengan adanya urbanisasi, migrasi penduduk antar negara, industri pariwisata dan kuliner serta globalisasi yang memungkinkan masuknya penyakit parasitik yang baru. Pemanasan global dan perubahan iklim saat ini menjadi isu universal dimana Indonesia termasuk negara yang akan menerima dampak besar akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang terjadi. Dampak perubahan iklim juga menyebabkan perubahan kondisi lingkungan yang berpotensi menjadi media/vektor bagi munculnya berbagai penyakit seperti malaria yang masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia akan lebih cepat menyebar. Pada saat ini strategi pemberantasan malaria yang dilakukan DepKes dan WHO sudah berubah sama sekali, sehubungan munculnya parasit malaria yang resisten terhadap klorokuin. 

Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Indonesia mengakibatkan perubahan pola infeksi parasit dan juga pengobatannya. Selain itu, sarana dan prasarana laboratorium dan sumber daya manusia yang terampil untuk penatalaksanaan penyakit parasitik di rumah sakit masih kurang sehingga kasus-kasus penyakit parasitik tidak terdeteksi dan tertangani dengan baik. Akibatnya acapkali penyakit parasitik luput dari pemikiran dan perhatian para dokter di klinik padahal beberapa infeksi parasit dapat menjadi petanda seorang pasien terkena AIDS (AIDS defining disease).

Diagnosis yang tepat merupakan kunci utama penatalaksanaan penyakit parasitik. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium atau tes penunjang lainnya memerlukan pemahaman yang baik mengenai parasitnya, siklus hidup, dan patogenesis. Selain itu, pengalaman klinis dan pengetahuan epidemiologis merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan, sehingga memegang peran yang sangat penting dalam penatalaksanaan penyakit parasitik. Diagnosis yang tepat akan menghindari masalah mismanagement dan keterlambatan pengobatan yang dapat berakibat fatal.

1.2 Pengetahuan dan pengalaman tersebut tidak diperoleh secara lengkap pada saat pendidikan S1 di fakultas kedokteran yang diberikan secara terintegrasi dalam bentuk modul bersama-sama ilmu dasar klinik dan preklinik lainnya dengan metode belajar berdasarkan masalah. Dengan sistem tersebut, materi parasitologi yang dapat diserap oleh mahasiswa semakin sedikit, sehingga keterampilan dalam diagnosis semakin kurang. Sebenarnya materi parasitologi klinik diberikan juga di program studi dokter spesialis penyakit dalam subbagian infeksi tropik dan ilmu kesehatan anak subbagian infeksi tropik, akan tetapi materi parasitologi yang diberikan terbatas dan tidak mencakup hingga diagnosis laboratorium. Dengan demikian pada saat ini semakin dirasakan bahwa untuk penatalaksanaan kasus penyakit parasitik di rumah sakit secara optimal, diperlukan kerjasama yang erat antar disiplin ilmu, antara dokter spesialis klinik dan spesialis penunjang yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan mutu pelayanan medis.
 Program Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik

Pada bulan Juni 2004 telah dikukuhkan 63 orang dokter spesialis Parasitologi Klinik (SpParK) yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia; walaupun demikian pengukuhan dan pemberian brevet spesialis belum berdasarkan kurikulum yang baku. Jumlah kebutuhan dokter spesialis Parasitologi Klinik (SpParK) akan meningkat seiring dengan kebijakan laboratorium terpadu untuk pelayanan di rumah sakit dan adanya laboratorium khusus (rujukan)  parasitologi klinik (Direktorat Penunjang Medik, DepKes, 2008). Bila di Indonesia terdapat Rumah Sakit Umum berjumlah 1.012 buah ( tdd 13 RSU Depkes, 43 RSUD Propinsi, 334 RSUD Kab/Kota, 110 RS TNI/POLRI, 71 RS milik Dep Lain & BUMN dan 441 RS Swasta – www.yanmedik-depkes) yang memerlukan minimal satu orang (SpParK) dan 73  fakultas kedokteran yang memerlukan 2-4 orang untuk pendidikan Sp1 Parasitologi klinik, maka dibutuhkan minimal 1000 orang spesialis parasitologi klinik, sehingga dirasakan perlu untuk membuka PSDS Parasitologi Klinik.
Berdasaran uraian di atas, sangat dibutuhkan keberadaan dokter spesialis  parasitologi klinik di Indonesia. Penyelenggaraan program studi ini akan menjawab tuntutan tersebut.
1.2 1.3 
LANDASAN HUKUM AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK
Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada: 


1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). 

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

9. Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait 

   dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut.

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki  pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 87

(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :

a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,

c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a.   berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b.   memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan   pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3)
Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4)
Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3)
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4)
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: 

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b.
Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7)
Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1)
Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2)
Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3)
Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1)
Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2)
Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3)
Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1)
Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)
Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1)
Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3)
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3)
Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4)
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5)
Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

1.4 Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik
      Filosofi program studi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik adalah diperlukannya Spesialis Parasitologi Klinik sebagai upaya untuk menangani penyakit parasit yang merupakan salah satu penyakit tropis. Di Indonesia infeksi parasit tersebar merata bahkan menjadi fokus infeksi di beberapa daerah; akan tetapi penanganannya belum optimal baik dari segi diagnosis, pengobatan dan pencegahannya. Dalam perkembangannya ternyata telah muncul infeksi parasit yang baru, perubahan patogenitas beberapa parasit dan kemungkinan masuknya parasit dari negara lain terkait dengan perubahan iklim, epidemi HIV dan globalisasi yang perlu diwaspadai dan ditangani. Profesi spesialis Parasitologi Klinik merupakan profesi yang di bidang ilmu penyakit infeksi yang mempelajari aspek diagnostik sehingga dapat membantu tata laksana penyakit parasit dan jamur secara tepat
1.5 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik
      Profesi spesialis Parasitologi Klinik dalam prakteknya perlu bekerjasama dengan spesialis lain, menerima rujukan berupa pasien maupun spesimen untuk diproses dan diidentifikasi yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia karena infeksi parasit pada umumnya memberikan gejala yang tidak khas.  
1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis    
     Parasitologi Klinik
Upaya peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik dilakukan melalui penyelenggaran P2KB yang dilakukan secara rutin setiap 1-2 tahun.
1.7 Baku Mutu Program Studi  Dokter Spesialis Parasitologi Klinik

       Standar  Pendidikan Nasional Dokter Spesialis Parasitologi Klinik menetapkan 8 area kompetensi sesuai The Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) dan tujuan yang telah ditetapkan. Kompetensi yang diharapkan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dicapai oleh lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Parasitologi Klinik sebagai berikut:

I. KOMUNIKASI

1. Memperhatikan empati kepada penderita dan memiliki keterampilan 
4


komunikasi efektif

2. Membangun kerja sama yang baik dengan penderita, keluarga penderita
4


Dan sesama profesi


3. Memiliki kemampuan anamnesis untuk deteksi penyakit parasitik

4

4. Mampu mengenali gejala klinis yang berkaitan dengan penyakit parasitik
4

II. KETERAMPILAN LABORATORIUM



Melakukan dan menyelia pekerjaan laboratorium untuk identifikasi parasit dari bahan 
atau sediaan yang diperiksa:

· identifikasi ektoparasit







4

· biakan dan indentifikasi parasit






4


· pemeriksaan mikroskopis dan deteksi antigen/antibodi bagi parasit 

4


dalam darah

· pemeriksaan parasit di jaringan dan cairan tubuh lainnya


4

· pemeriksaan parasit di feses dan deteksi koproantigen


4

· pemeriksaan serologi







4

· penilaian berat infeksi parasit secara kuantitatif/semikuantitatif

4

· melakukan dan menyelia pemeriksaan laboratorium khusus penyakit
4


parasitik dengan mengacu pada IPTEKDOK terkini

· melakukan dan menyelia pemeriksaan laboratorium khusus penyakit
4


parasitik secara di tempat kerja masing-masing

III. DIAGNOSIS

-    Menegakkan diagnosis penyakit parasitik berdasarkan hasil


4


Pemeriksaan laboratorium bahan klinik

· Ditunjang data lainnya termasuk informasi klinis dari infeksi parasit yang dapat menyebabkan kelainan di sistem:


- cerna-hepatobilier








4


- sistim respirasi








4


- saluran kemih








4


- reproduksi









4


- susunan saraf pusat







4


- kulit dan mukosa/integumen






4


- mata










4


- hematopoetik








4


- limfatik









4


- infeksi parasit multi sistem






4

IV. AKTIVITAS


Berperan aktif sebagai Dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang merupakan
4


Bagian dari Tim Medik RS dalam penatalaksanaan kasus.

V. PELAYANAN KESEHATAN


- Menerapkan dasar ilmu biomedis, klinis dan ilmu lain yang berhubungan
4


  (epidemiologi, sosial dan budaya) dan mengaplikasikan pengetahuan 


  Tersebut pada pelayanan kesehatan penyakit parasitik.


- Mengambangkan kemampuan memberikan pelayanan investigasi pasien
4


  dengan dugaan infeksi parasit (mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik


  hingga pemeriksaan laboratorium/penunjang lainnya, jenis pemeriksaan,


  interpretasi dan anjuran pengobatan dan pencegahannya)


- Menilai pelayanan penyakit parasitik dan memahami fakta ilmiah untuk
4


   Meningkatkan pelayanan di bidang penyakit parasitik

VI. PENELITIAN


Mampu meneliti penyakit parasitik dan menulis makalah ilmiah


3

VII. ETIKA


Memperlihatkan komitmen untuk mengemban tanggung jawab profesional
4


sesuai dengan prinsip etika profesi dan peka terhadap perbedaan 


budaya pada masyarakat (professionalism)

VIII. PENDIDIKAN

· Mampu berperan sebagai pembimbing dalam bidang Pendidikan

3



Parasitologi Klinik

· Mampu melakukan pengembangan ilmu penyakit parasitik


3

· Mampu mawas diri dalam melakukan pengembangan diri dan profesi
4


   Serta belajar sepanjang hayat

DAFTAR INFEKSI PARASIT DAN TINGKAT KETERAMPILAN KLINIS & LABORATORIUM BAGI SP-1 PARASITOLOGI KLINIK

	HELMINTH

	Askariasis, Sindroma Loefler
	1
	2
	3
	4

	Toksokariasis & Visceral Larva Migrans
	1
	2
	3
	4

	Infeksi Cacing Tambang
	1
	2
	3
	4

	Cutaneous Larva Migrans
	1
	2
	3
	4

	Trikuriasis
	1
	2
	3
	4

	Strongiloidiasis
	1
	2
	3
	4

	Oksiuriasi
	1
	2
	3
	4

	Trikinelliasis
	1
	2
	3
	

	Gnatostomiasis
	1
	2
	3
	

	Angiostrongyliasis
	1
	2
	
	

	Dioctophymatosis
	1
	2
	
	

	Capillariasis
	1
	2
	
	

	Anisakiasis
	1
	2
	
	

	Gongilonemiasis
	1
	2
	
	

	Dirofilariasis
	1
	2
	
	

	Filariasis Limfatik
	1
	2
	3
	4

	Occult Filariasis
	1
	2
	3
	4

	Loaiasis
	1
	2
	3
	

	Onkoserkosis
	1
	2
	3
	

	Mansonelliasis
	1
	2
	
	

	Drakunkuliasis
	1
	2
	
	

	Skistosomiasis
	1
	2
	3
	4

	Paragonomiasis
	1
	2
	3
	

	Fasioliasis
	1
	2
	3
	

	Opistorkiasis
	1
	2
	3
	

	Klonorkiasis
	1
	2
	3
	

	Fasiolosiasis
	1
	2
	3
	

	Metagonomiasis
	1
	2
	3
	

	Heterophyidiasis
	1
	2
	3
	

	Ekinostomiasis
	1
	2
	3
	

	Sparganosis
	1
	2
	3
	

	Taeniasis Saginata
	1
	2
	3
	4

	Taeniasis Solium
	1
	2
	3
	4

	Sistiserkosis
	1
	2
	3
	4

	Himenolepiasis
	1
	2
	3
	4

	Dipilidiasis
	1
	2
	3
	

	Hidatidosis
	1
	2
	3
	4

	Diphyllobothridiasis
	1
	2
	3
	4

	PROTOZOA

	Giardiasis
	1
	2
	3
	4

	Amebiasis
	1
	2
	3
	4

	Balantidiasis
	1
	2
	3
	4

	Isosporiasis
	1
	2
	3
	4

	Toksoplasmosis
	1
	2
	3
	4

	Kriptosporidiasis
	1
	2
	3
	4

	Siklosporiasis
	1
	2
	3
	4

	Mikrosporidiasis
	1
	2
	3
	4

	Blastosistosis
	1
	2
	3
	4

	Trikomoniasis
	1
	2
	3
	4

	Malaria
	1
	2
	3
	4

	Babesiosis
	1
	2
	3
	4

	Tripanosomiasis Afrika
	1
	2
	
	

	Penyakit Chagas
	1
	2
	
	

	Leismaniasis
	1
	2
	
	

	Primary Amebic Meningoencepalitis
	1
	2
	
	

	Granuloma Amebic Encepalitis
	1
	2
	
	

	Ananthamebik Keratitis
	1
	2
	3
	

	ANTROPODA

	Skabies
	1
	2
	3
	4

	Pedikulosis
	1
	2
	3
	4

	Miasis
	1
	2
	3
	4

	Demodiasis
	1
	2
	3
	4

	Reaksi Toksis dan alergi terhadap antropoda
	1
	2
	3
	4


BAB II
Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian STUDI
2.1 Karakteristik
Program studi ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari aspek infeksi parasitik yang mencakup tiga pokok bahasan utama penyebab penyakit dan masalah kesehatan yaitu infeksi protozoa, helminth, penyakit akibat serangga, dan infeksi jamur. Seorang SpParK dapat  menerima rujukan/bekerjasama dengan spesialis lain seperti Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Paru dan Spesialis Mata dll yang memungkinkan penanganan pasien secara bersama. Pada keadaan tertentu dimana penderita telah  memiliki pengetahuan tentang infeksi parasit atau pada kondisi wabah/epidemi penyakit parasit, penderita dapat berkonsultasi langsung kepada seorang SpParK. Dalam kasus ini, SpParK dapat melakukan diagnosis sampai tatalaksana pasien infeksi parasitik secara mandiri atau merujuknya bilamana dalam penilaian ternyata diperlukan kerjasama dengan spesialis lain. Dokter Spesialis Parasitologi Klinik dibutuhkan baik sebagai pendidik dan pengembang di fakultas kedokteran pada berbagai strata pendidikan, pelayanan di rumah sakit tipe A dan B dan laboratorium terpadu baik swasta maupun pemerintah serta sebagai tenaga ahli bagi program pemberantasan penyakit parasitik di tingkat propinsi hingga kabupaten/kota. Jumlah kebutuhan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik meningkat seiring dengan kebijakan laboratorium terpadu untuk pelayanan di rumah sakit. Bila satu RSUD memerlukan minimal satu orang spesialis dan satu fakultas kedokteran 2-4 orang untuk pendidikan S1 maka dibutuhkan minimal 1000-1500 orang spesialis parasitologi klinik. 
2.2 Kualifikasi
       Berdasarkan tujuan pengembangan Program Studi Dokter Spesialis (PSDS) Parasitologi Klinik, masalah-masalah yang akan ditanggulangi, bentuk intervensi dalam penanggulangan masalah serta peran dan fungsi dokter spesialis parasitologi klinik adalah kemampuan dalam berbagai aspek medik dengan perincian sebagai berikut:

1.
Memperlihatkan empati kepada penderita dan memiliki keterampilan berkomunikasi efektif serta membangun kerjasama yang baik dengan penderita, keluarga penderita  maupun sesama profesi.

2.
Dapat melakukan dan menentukan  teknik pemeriksaan laboratorium untuk identifikasi parasit dari bahan atau sediaan yang diperiksa.

3. 
Menegakkan diagnosis penyakit parasitik berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahan klinik yang diperiksa dan ditunjang data klinik.

4.
Melakukan pemeriksaan laboratorium khusus penyakit parasitik dengan mengacu IPTEKDOK terkini dan baku mutu.

5. 
Melakukan pemeriksaan laboratorium khusus penyakit parasitik sesuai dengan situasi dan kondisi/fasilitas di tempat kerja.

6. 
Berperan aktif sebagai spesialis parasitologi klinik yang merupakan bagian dari tim medik RS dalam tata laksana kasus.

7. 
Menerapkan dasar ilmu biomedis, klinis dan ilmu lain yang berhubungan (epidemiologi, sosial budaya) dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut pada pelayanan kesehatan penyakit parasitik (medical knowledge).

8. 
Dalam pembelajaran berbasis praktik dan pengembangannya, mampu meneliti, menyelidiki dan menilai pelayanan penyakit parasitik serta memahami scientific evidence untuk meningkatkan pelayanan di bidang penyakit parasitik (practice based learning and improvement).

9.
Memperlihatkan komitmen untuk mengemban tanggungjawab profesional, sesuai dengan prinsip etika profesi dan peka terhadap perbedaan budaya pada masyarakat (professionalism).

10. 
Mampu berperan sebagai pembimbing dalam  bidang pendidikan parasitologi klinik (Sp1).

11. 
Mampu melakukan pengembangan ilmu penyakit parasitik.

12. 
Mampu mawas diri dan melakukan pengembangan diri dan profesi serta belajar sepanjang hayat.

2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi
Diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam 6 semester. Waktu penyelesaian studi maksimal sesuai dengan aturan akademik Universitas Indonesia adalah n + ½ n (n = jumlah semester), jadi maksimal sembilan semester.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK
Akreditasi program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.
BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:
1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi  untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan sarjana kedokteran sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi spesialis, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis dengan  standard kompetensi dokter spesialis Indonesia. Program Studi dokter spesialis Parasitologi Klinik menyelenggarakan  proses pendidikan dengan masa studi 6 semester. 
BAB IV
ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI 
PROGRAM STUDI 
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi  program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) standar akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi; 2) prosedur akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu  program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) kode etik akreditasi  program studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi  program studi.
Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Dokter Spesialis parasitologi klinik; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik dan unit pengelola program studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.
4.1 Standar Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik
Standar akreditasi adalah tolak ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.
Standar akreditasi program studi dokter spesialis parasitologi klinik mencakup standar tentang komitmen program studi dokter spesialis parasitologi klinik terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu: 
Standar 1.    Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian 
Standar 2.     Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3.    Mahasiswa dan lulusan 
Standar 4.    Sumber daya manusia 
Standar 5.     Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar 6.     Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7.     Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis parasitologi klinik Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis parasitologi klinik.
Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.
Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. 
Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). 
Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.
Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi  sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan  dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi  dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. 
Sistem  pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia.  Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi.  Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan  standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu   pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  
Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.
Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.
Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program studi yang bersangkutan. 
Standar 4. Sumber daya manusia
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi  memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi. 
Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi Dokter Spesialis parasitologi klinik.
Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk  mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi  menjalin kerjasama dengan program studi  dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.
Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada. 
Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.
Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, bedside teaching, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok. 
Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis parasitologi klinik, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.  
Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.
Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi. 
Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi  dalam suatu lembaga nirlaba. 
Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan  digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.  
Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya.  Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.
Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan. 
Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis parasitologi klinik.
Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. 
Penelitian adalah salah satu tugas pokok  yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi parasitologi klinik harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi. 
Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai  peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi.  Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba.  Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. 
Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.
Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.
4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis parasitologi klinik, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi Dokter Spesialis parasitologi klinik. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.
4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis parasitologi klinik dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang. 
Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan. 
Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi. 
Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance). 
Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.
4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik
Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT. 
Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu  institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders  (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.
Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.
Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan.
Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Indonesia (AFKHI) adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan ketua program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang diselenggarakan oleh anggotanya.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.
Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.
.
Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut. 
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi. 
Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).
Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
Tim asesor adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi. 
Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi. 
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